
BUPATIHALMAHERASELATAN 

PROVINS! MALUKU UTARA 

PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN 

NOMOR 29 TAHUN 2023 

TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA 

DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

KABUPATEN HALMAHERA SELATAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI HALMAHERA SELATAN, 

Mernmbang a bahwa dalam rangka pelaksanaan penyederhanaan 

struktur orgamsasi Perangkat Daerah di hngkungan 

Pemenntah Kabupaten Halmahera Selatan, perlu 

ditmdaklanjuti dengan Pembentukan Susunan 

Orgarusasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 

Kabupaten Halmahera Selatan, 

b bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 

Mengmgat 1 

--1 , _ _  _:J  - -  -  -  _]  _ ..._ _ _  _  _ _  , _ _  - -  _, - - -  _ _  ...._  _ _  ,  _ _  -  
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Peraturan Bupati Halmahera Selatan tentang Susunan 

Orgamsasi, Tugas dan Fungsi serta Tata KeIJa Dmas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 

Kabupaten Halmahera Selatan, 

Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang 

Pembentukan Provmsi Maluku Utara, Kabupaten Buru 

dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat (Lembaran Negara 

R I  Tahun 1999 Nomor 174, Tambahan Lembaran Negara 
T"'\ T  l\T l"'\ O f'"\ L \  _ _  t_  - - - - -  L - 1 - 1 -  -1 - 1 - - 1 -  -1 - - - - -  
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Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2000 (Lembaran Negara 

R I Tahun 2000 Nomor 73 , Tambahan Lembaran Negara 
R I  Nomor 3961) ,  

2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang 

Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten 

Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, 

Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan 

di Provmsi Maluku Utara (Lembaran Negara R I  Tahun 
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2003 Nomor 2 1 ,  Tambahan Lembaran Negara R I  Nomor 

'+26'+J, 

3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara R I  Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara R I Nomor 

5587) sebagaimana telah kedua kah drubah dengan 

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang 

Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 

2014 Tentang Pemenntahan Daerah (Lembaran Negara 

R I Tahun 2015 Nomor 59), 
II  r-. - - - '-  --- r,,  ._  - .L.. - 1 -  'YI.T 1 0  '1"' - 1 -  -- ("'\ l"'\ 1 r  rf' - - L - - -  
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Orgamsasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara R I 

Tahun 2016 Nomor 114 )  sebagaimana telah diubah 

dengan Peraturan Pemenntah Nomor 72 Tahun 

2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemenntah 

Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah 

(Lembaran Negara Repubhk Indonesia Tahun 2019 

Nomor 187), 

5 Peraturan Menten Dalam Negen Repubhk Indonesia 
1\. T - -- - - ("'\ I 'T'.- 1-. ... - ("\ I"'\ ("\  1  L  -  -.  L  -  -.  -  'r'\  -  -  -  T\  _  -  -  _ _  -- - -. 1' If - -1 - 1 
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dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu (Benta Negara 

Repubhk Indonesia Tahun 2021 Nomor 885), 

6 Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Nomor 8 

Tahun 2016 ten tang Pembentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

(Lembaran Daerah Kabupaten Halmahera Selatan Tahun 

2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten 

Halmaehera Selatan Nomor 8) sebagaimana telah diubah 
-1 - - - - - n _ - L - - � - - - 1- TT - 1_ -- - A.. - - T T  -  1  -- - 1- - ... - C"" - 1 - L - -. 

UClll:;d.11 rel ct.LU! d.11 !Jct.Cl d.11 n..ct.uupct.LCll fl.cUllld.UCl ct .::>t:ld.Lc:Ul 

Nomor 18 Tahun 2021 tentang Pebentukan dan Susunan 

Perangkat Daerah Kabupaten Helamhera Selatan, 

Memperhatikan Surat Kementenan Dalam Negen Nomor 061/4257 /OTDA 

tertanggal 29 .Jum 2021 Penha! Pertimbangan 

Penyederhanan Struktur Orgamsasi Perangkat Daerah 

dilmgkungan Pemenntahan Daerah Kabupaten/Kota 

Provmsi Maluku Utara 

MEMUTUSKAN 

Menetapkan PERATURAN BUPATI HALMAHERA SELATAN TENTANG 

SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA 

KERJA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN 

TERPADU SATU PINTU KABUPATEN HALMAHERA 

SELATAN 
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BABI 

.l\.l!i'l .1!,.N 1 UA.N UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati rm yang dimaksud dengan 

1 Daerah adalah Daerah Kabupaten Halmahera Selatan 

2 Pemenntah daerah adalah Bupati Halmahera Selatan dan perangkat 

daerah sebagai unsur Penyelenggaraan Pemenntah 

3 Kepala Daerah adalah Bupati Halmahera Selatan 

4 Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Halmahera Selatan 

Dewai-i Peiwakilai-i Rakyat Daerah selanjutnya d1sebut DPRD, _ ..:1 _ 1 _ 1 -  c:lUcUcUl 

Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur Penyelenggara 

Pemenntahan Daerah 

6 Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Halmahera 

Sela tan 

7 Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dalam 

penyelenggaraan Pemenntahan Daerah yang terdm dan Sekretanat 

Daerah, Sekretanat DPRD, Inspektorat, Dmas Daerah, Badan Daerah 

dan Kecamatan 
n T"'\ .. - - - -1 - 1 - 1- T"'\ - - - T"\ - -. -. .. -. - ... - .. 1' K - ...l - 1 T"'\ - ... T"\ .. 1 - __ - - - ... TT'.. - ... _ ...l - � - L 
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Pmtu 

9 Tugas Pokok adalah Tugas utama para pemangku jabatan tertentu pada 

Dmas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 

10 Fungsi adalah fungsi para pemangku jabatan tertentu pada Dmas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 

1 1  Jabatan struktural adalah suatu kedudukan yang menunjukan tugas, 

tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara 

dalam rangka mermmpm satu satuan orgamsasi negara 
,4 1")  T _ 1  _ _  ..t.... _  -  T"'\  - - -  -  _ _  1  _ _  1 _ 1 _ 1  1  _ _  1  1  _ _  1  _ _  .....  _ _  - - -  _ _  1  r  - - -  _1 _ _  
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tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada 

keahhan dan/atau keterampilan tertentu 

13 Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan 

tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan pubhk serta adrrumstrasi 

pemenntahan dan pembangunan 

14 Koordmator adalah ASN yang dibenkan tugas untuk membantu Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama dalam menyusun perencanaan, pelaksanaan 

dan pengendahan, pemantauan dan evaluasi serta pelaporan kegiatan 
- - -1 -  ...  L  1 _  ..  -.  -- - - - -  - -  1_ .. ...  1  .. . ...  L  - - -  ... ..  1  .. ..  1  ..  -1  .. ...  r  - - - -  ---- pc:t.Ud. u111L J:\.tlJc:t.11yc:t. ;:,c;:,uc:t.1 uugl\.UfJ tugct.;:, lJUJ:\.UJ:\. uc:t.11 1uug;:,111yd. 

15 Unit Pelaksana Tekms yang selanjutnya dismgkat (UPT) adalah Unit 

Pelaksana Tekrus pada Dmas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pmtu yang melaksanakan kegiatan tekrns operasional tertentu 

yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat 
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BAB II 

1\.1!1.UU.UU.l\.All, ::,u::,u.NA.N UKbA.N1::,A::,1, 1 UbA::, .UA.N .l4 unu::,1 

Bagian Kesatu 

Kedudukan 

Pasal 2 

Dmas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu Kabupaten 

Halmahera Selatan merupakan unsur pelaksana Urusan Pemenntahan yang 

menjadi kewenangan Daerah yang berkedudukan di bawah dan 

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretans Daerah 

Bagian Kedua 

Susunan Orgamsast 

Pasal J 

( 1 )  Susunan Orgamsasi Dmas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu 

Satu Pmtu terdm atas 

a Dmas, 

b Sekretanat Dmas, terdm dan 

1 Subbagian Umum dan Kepegawaian, dan 

2 Kelompok Jabatan Fungsional 

c Koordmator JF dan Kelompok JF Penanaman Modal, 

d Koordmator JF dan Kelompok JF Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 

(2) Bagan Susunan Orgamsasi Dmas Penanaman Modal Dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pmtu sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) ,  tercantum 

pada Iampiran Peraturan Bupati 1n1 

Togas dan Fungsi 

Paragraf 1 

DIN AS 

Pasal 4 

Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1 )  huruf a, dipimpm oleh 

seorang Kepala Dmas yang mempunyai tugas membantu Bupati 

melaksanakan Urusan Pemenntahan di Bidang Penanaman Modal dan 
� - 1 - -  -  - -  -  f'T'- - - -1  C"'I - L  T"'\  - L  -  -  .-  - -  - - -  - - - - 1  1 - - - -  -  - -  - - -  -  T"\ - - - - - 1 -  -1 -  -  'T"..  - - -  
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Pembantuan yang diberikan kepada Daerah Kabupaten 

Pasal 5 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dmas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu menyelenggarakan 

fungsi 

1 Penyusunan dan perumusan kebijakan daerah di bidang Penanaman 

Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu, 

2 Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanaman Modal dan 
T""t - 1 .- _  -  - - - -  IT"'- _ _  ..]  C'I .- L  T"\  - L  

rc1ct.yct.11c111 1 c1 pct.uu ..:>ct.LU runu, 
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3 Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Penanaman Modal dan 

Peiayanan Terpadu Satu Pmtu, 

4 Pelaksanaan adrmmstrasi dmas di bidang Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pmtu, dan 

5 Pelaksanaan fungsi lain yang dibenkan oleh Bupati di bidang 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 

Paragraf 2 

SEKRETARIAT 

T"\ _  -  _ ,  r  

rct.::,c:U u 

Sekretanat Dmas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat ( 1) huruf b, 

diprmpm oleh seorang Sekretans yang berada di bawah dan bertanggung 

jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas membantu Kepala Dmas 

pengoordmasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan mehputi keuangan, 

hukum, mformasi, kehumasan, keorgamsasian dan ketatalaksanaan, 

pembmaan ketatausahaan, kearsrpan, kerumahtanggaan, kepegawaian, 

pengelolaan dan penatausahaan aset, dan pelayanan adrrumstrasi di 

hngkungan Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 

berdasarkan ketentuan dan peraturan yang berlaku 

Pasal 7 
1' - 1 -  -- ---- , _  - - - -  __ , __ - "- - - - - -  _ _  ,_  ---- - -  .l  ,  .J  - - .l -  n  ,  c  
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Sekretanat menyelenggarakan fungsi 

1 Pengoordmasian penyusunan kebijakan, rencana, program, kegiatan 

dan anggaran di hngkungan Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Terpadu Satu Pmtu, 

2 Pembmaan dan pembenan dukungan adrmmstrasi yang mehputi 

keuangan, hukum, hubungan masyarakat, ketatausahaan, kearsrpan, 

kerumahtanggan, dan pelayanan admmistrasr di lmgkungan Dmas 

Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu, 
,..., n _ - - - - ...] - - - - - - - -- 1- - - - - .-1 - - - - -- - L - - -- - - - - - - - - ...] _ _ L - L -  1 - 1 _ - - - - -1 
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hngkungan Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu, 

4 Pengoordmasian dan penyusunan peraturan perundang-undangan serta 

pelaksanaan advokasi hukum di hngkungan Dmas Penanaman Modal 

dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu, 

5 Pengoordmasian pelaksanaan Srstem Pengendahan Intern Pemenntah 

(SPIP) dan pengelolaan mformasi dan dokumentasi, 

6 Penyelenggaraan dan penatausahaan aset dan pelayanan pengadaan 

barang/jasa di hngkungan Dmas Penanaman Modal dan Pelayanan 
rr,._ - - .-1 ('"\ - L T\ -- L 
lC:l}JclUU .::>ct.LU rlllLU, 

7 Pengoordmasian penyusunan Renstra, Renja, LKJIP, SAKIP, LPPD dan 

Laporan Keuangan Dmas, 

8 Pengelolaan kepegawaian di hngkungan Dmas Penanaman Modal dan 

Pelayanan Terpadu Satu Pmtu, 

9 Pelaksanaan morutormg, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan hngkup 

tugasnya, 



- 6 - 

10 Pengendahan pelaksanaan tu gas UPTD, dan 

l l Peiaksanaan fungsi lam yang cnnerncan oleh Kepala Dmas sesuai dengan 

tugas dan fungsmya 

Pasal 8 

Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud pada pasal 3 

avat ( 1  l  huruf b anzka 1 drmmmn oleh seoranc Kenala Subbasnan vane 
..I \ I "-"' .... .I.. '--" .I.. "-" ..I "-"' 

bertanggung jawab kepada Sekretans dan mempunyai tugas 

menyelenggarakan urusan kepegawaian, kerumahtanggaan, perpustakaan, 

kearsipan, dokumentasi, kehumasan dan ketatalaksanaan 

Pasal 9 

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 8, 

Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi 

1 Penyusunan rencana kerja subbagian umum dan kepegawaian, 

2 Penyiapan bahan perumusan ketnjakan tekrns terkait adrmmstrasi 

umum dan kepegawaian, 

3 Pengelolaan data kepegawaian dmas, 

4 Penyiapan bahan mutasi pegawai dmas, 

5 Peny1apBn keseJahteraan pegawm dmas, 

6 Penyiapan bahan pembmaan pegawai dmas, 

7 Penyelenggaraan kerumahtanggaan dmas, 

8 Penyelenggaraan tata persuratan, dokumentast dan kearsipan dan 

perpustakaan dmas, 

9 Penyiapan penyelenggaraan kerjasama dan kehumasan dmas, 

10 Penyelenggaraan reformasi birokrasi, hukum, orgamsasi, 

ketatalaksanaan, dan budaya pemenntahan pada dmas, 

1 1  Pelaksanaan pelayanan adrmmstrasi perkantoran, 
1 r') D-1-lr ----1 .. h----- ,........,.,.... ,...1,.... ,.... ,... n  ......  n-- ---1,,.... ........ ,........,. __ 
..1. .,e;,,,  .1.  v.1a.n..oa.J..1.a.a.i.1. pv.1.J..1\..,.11..1.1.c:u.a.a..1.1. oa..1a..i..1a. U.Cl...l..l. p.1.a.oa..ia...1..1.a. pv.1.n..a...a..11.v.1.a..1.1, 

13 Pemantauan, evaluasi dan penyusunan laporan kmerja subbagian 

umum dan kepegawaian, dan 

14 Pelaksanaan tugas lamnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan 

bidang tugasnya 

Paragraf 3 

KOORDINATOR JF PENANAMAN MODAL 

T'\ _ _  -  1  1  A  

rd.::,c:U .LU 

Koordmator JF Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada pasal 3 ayat 

(1 )  huraf c, dipimpm oleh seorang Pejabat Fungsional jenjang Ahh Madya 

yang bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai tugas 

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan promosi, pengembangan iklim 

mvestasi, dan pengendahan pelaksanaan penanaman modal 

Pasal 1 1  

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 10 , 

koordmator JF Penanaman Modal melaksanakan fungsi 
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1  Pengkajian, penyusunan dan pengusulan rencana umum, rencana 

strangis dan rencana pengembangan penanaman moaal nngkup daerah 

berdasarkan sektor usaha maupun wilayah, 

2 Pengkajtan, penyusunan dan pengusulan deregulasr/kebijakan 

penanaman modal, 

3 Pengembangan potensi dan peluang penanaman modal lmgkup daerah 

memberdayakan badan usaha melalui penanaman modal, antara lain 

menmgkatkan kermtraan dan daya samg penanaman modal hngkup 

daerah, 

4 Penyusunan dan pengembangan kebijakarr/strategt promosi penanaman 
-- - _] - 1 ,_ ·- - , _ - _] - - - ,_ 

lllUUc:U 1111�1\.U_l} UdClc:Ul, 

5 Perencanaan kegiatan promosi penanaman modal didalam dan luar 

neg en, 

6 Penyusunan bahan, sarana dan prasarana promosi penanaman modal, 

7 Pelaksanaan pemantauan reahsasi penanaman modal berdasarkan 

sektor usaha dan wilayah, 

8 Pelaksanaan pembmaan, fasihtasi penyelesaian permasalahan 

penanaman modal, dan pendampmgan hukum, 

9 Pelaksanaan pengawasan kepatuhan dan kewajiban perusahaan 
- - - - - -. --- - - -- - .l -. 1 - - - ..- ..l - - - - - 1 _ - L - - L - - - 1 _ - � - L -.  -- - - 1- - ..J .- .. 
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peraturan perundang-undangan, 

10 Pembangunan dan pengembangan serta pengelolaan sistem mformasi 

penanaman modal, 

1 1  Pelaksanaan koordmasi dengan pemenntah pusat, deregulasi, dan 

pengembangan iklim penanaman modal lmgkup daerah berdasarkan 

sektor usaha, dan 

12 Penyusunan laporan perencanaan, pengembangan ikhm, promosi, 

pembmaan, pengendahan, pelaksanaan, pengaduan dan pengawasan 
- - - -  ..  .-  - - -  -  - - - ..l -. 1  ..  -. ...1 -  -  - L - - -  ..1.. - 1 - - - - 1 - -  _ r  __ - - - -  1 - - - -  -  - 1 - l _ L  -  ..  1_\ 

_l)Clldlldllldll lllUUdl _l}dUd ::,1::,tClll LCl\.llUlUgl 1111Ul 1Ud::,1 \ ::,c;l,dl d ClCKU Ullll\.} 

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan 

Paragraf 4 

KOORDINATOR JF PELAYANAN TERPADU SATU PINTU 

Pasal 12 

Koordmator JF Pelayanan Terpada Satu Pmtu sebagaimana dimaksud pada 

pasal 3 ayat ( 1) huraf d, dipimpm oleh seorang Pejabat Fungsional Jen Jang 

Ahli Madya yang bertanggung jawab kepada Kepala Dmas dan mempunyai 
L .. - - - .. - 1 - 1 .. - - .. -. 1 _ - .. -- .. 1 - _ - .. - .. .. - - .. -. -- __J - .. .. _ .. _ .. - - - .., .. ..- .. _ _  -  _  ..  _  L  ..  -- .. - .. 1 
LUgd::, lllCldl\.::,c:Uld.l\.dll _lJCldYc:Uldll _l)CllJUldll Udll UUH _l)Clljllldll ::,c;L,c:Ud LCl_l}dUU 

satu pmtu, pengelolaan data dan mformasi penjman dan non penjman yang 

termtegrasi pada tmgkat daerah 

Pasal 13 

Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada pasal 12 ,  

Koordmator JF Pelayanan Terpada Satu Pmtu melaksanakan fungsi 

1 Pelaksanaan pelayanan penzman berusaha dan nonpenzman sesuai 

dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, 



2 Pelaksanaan, pemenksaan, 
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identifikasi, venfikasi/vahdasi dan 

pengoiahan data penzman berusana dan nonpenzman, 

3 Pelaksanaan pengawasan, pemantauan, evaluasi dan 

pengadmmistrasian pelayanan perizman berusaha dan nonpenzman, 

4 Pelaksanaan pembenan mformasi, pubhkasi, konsultasi, pengaduan 

penzman berusahan dan nonperizman, 

5 Pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat dalam rangka pelayanan 

penzman dan nonpenzman, 

6 Pelaksanaan anahsa dan evaluasi data penzman berusaha dan 

nonpenzman, 

7 Pelaksanaan kooidu1as1 dengan pe111e1111tah pusat dan peia.i1gkat dae1ah 

tekms dalam rangka pelayanan perizman berusaha dan nonperizman, 

8 Pelaporan pelaksanaan pelayanan, pengelolaan pengaduan masyarakat, 

penyuluhan kepada masyarakat, dan pelayanan konsultasi penzman 

berusaha dan nonpenzman sesuai dengan ketentuan peraturan 

perundang-undangan 

BAB III 

UNIT PELAKSANA TEKNIS 

Pasal 14 

( 1 )  Pada Dmas dapat dibentuk Unit Pelaksana Tekms (UPT) untuk 

melaksanakan kegiatan tekrus operasional dan/ atau kegiatan tekms 

penunjang tertentu sesuai dengan kemampuan daerah 

(2) UPT sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) dipimpm oleh Kepala UPT 

yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dmas, 

(3) Pengaturan lebih lanjut mengenai Unit Pelaksana Tekrns diatur dengan 

Peraturan Bupati tersendm 

BAB IV 

ESELONISASI, PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN 

Bagian Kesatu 

Eselomsasi 

Pasal 15 

( 1 )  Kepala Dmas merupakan Jabatan Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon 

IIb, 

(2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau Eselon Illa, 

(3) Kepala Sub Bagian merupakan Jabatan Pengawas atau Eselon IVa, 

(4) Koordmator JF merupakan Jabatan Fungsional Ahh Madya 

Pengangkatan dan Pemberhentian 

Pasal 16 

Kepala Dmas, Sekretaris, Koordmator JF, Kepala Sub Bagian diangkat dan 

drberhe-nnkan olr-h Pf"1HhHt Pernbma KPnf"PHWmHn /Bu nati 
J .I. '-" I .&. 
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Pasal 17 

Dalam hal tidak terdapat pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pasal 

15 ayat (4), maka pejabat fungsional dengan jenjang Ahh Muda dapat 

diangkat sebagai koordmator pada kelompok jabatan fungsional dimaksud 

..... A TII TY 

DAD V 

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL, JABATAN PELAKSANA 

DAN TIM TEKNIS 

Bagian Kesatu 

Kelompok Jabatan Fungsional 

Pasal 18 

( 1) Pejabat Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab 

secara langsung kepada pejabat pimpman tmggi pratama, pejabat 

adrmmstrator atau pejabat pengawas yang mermhki keterkaitan dengan 

pelaksanaan tugas jabatan fungsional, 

(2) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan 

sesuai dengan jabatan fungsional masmg-masmg berdasarkan 
1 - - L - - L  - -  - - - - L  - -  - -  _ J  - - -1 - - - - -  
h_CLCULUc:Ul }JC1d.LU1c:U1 .l)Cl UllUc:Ul�-UllUc:Ul�c:Ul, 

(3) Selam melaksanakan tugas dan fungsmya sebagaimana drmaksud 

dalam ayat (2) Kelompok Jabatan Fungsional juga mempunyai tugas 

membenkan pelayanan fungsional terkait mekamsme koordinasi dan 

pengelolaan kegiatan dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan 

pimpman tmggi pratama sesuai dengan bidang keahhan dan 

keterampilan, 

(4) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara mdividu dan/ a tau 
..l ..... 1 - -- ...... -- 1 -  -  -- - ... - ..t... ... ...  1  -  ---  -  -  ..l  ....  1  _  -  -- -- _._ - _ - - - _ _  -  -  .L.... .... • - - ...l - - , __ - - -- - 
Uc:Ud.111 LllH h.C1Jd. UlllUh HlCUUUl\.Ull� }JClH.,d.}Jc:Uc:Ul LUJ Uc:Ul Ud.11 1\.lllCljd. 

orgamsasi 

(5) Pejabat fungsional yang ditugaskan secara mdividu sebagaimana 

dimaksud dalam ayat (4) melaporkan pelaksanaan tugasnya secara 

berjenjang kepada kepala dmas 

(6) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai Tim KeIJa sebagaimana 

sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan keputusan 

Kepala Dmas 

(7) Tim KeIJa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terdm dan 

a T T - L  -  IT" - - -  - 1 - -  
fi.CLUd. 11111, Uc:Ul 

b Anggota Tim 

(8) Pejabat fungsional yang ditunjuk sebagai ketua tim untuk pelaksanaan 

tugas sebagiamana dimaksud pada ayat (7) huruf a, berasal dan 

perangkat daerah yang membidangt 

(9) Pejabat Fungsional yang ditunjuk sebagai anggota Tim kerja 

sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b, dapat berasal dan 

berbagai latar belakang kompetensi yang ada pada unit orgarusasi 

tersebut atau diluar unit orgamsasi, untuk mengoptimalkan 

pe11capaiai1 tuJ uai1 01 gai11sas1, 
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(10) Pejabat Fungsional sebagai dampak dan penyetaraan jabatan dalam 

rnelaksanakan mekarnsme koorcnnasi dan pengeroiaan kegiatan 

sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diberikan mlai Angka Kredit 25°/o 

dan Angka Kredit Kumulatif 

( 1 1 )  Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) 

ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja 

(12)  Togas, jerns dan jenjang jabatan fungsional sebagaimana dimaksud 

pada ayat (2) diatur berdasarkan ketentuan peraturan perundang­ 

undangan yang berlaku 

J abatan Pelaksana 

Pasal 19 

( 1 )  Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya (eselon IV) terkena 

dampak dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi, berkedudukan 

pada jabatan struktural di atasnya, dengan ketentuan 

a Unit KeIJa yang masih mermhki Jabatan Adrmmstrator, jabatan 

pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Administrator atau Eselon III 
1_ T T _  L  TT_ - -  - - -  - -  L  _ 1 _ 1 _  - - - -  - - - 1  1 _  T - 1 - - L -  -  A  -1 -- _ _  ..a...  - L -  -  _ ,  _ _  ....._  _ _  

U  U  lllL fi.Cljcl yct.11g UUc:U\.. lllCllUlU\.l vct.Uct.Lct.11 l"\Ulllllll.:,U ct.LU!, Jct.Uct.lct.11 

pelaksananya berkedudukan dan bertanggung jawab kepada Pejabat 

Pimpman Tmggi Pratama atau Eselon II 

(2) Jabatan Pelaksana yang Jabatan Pengawasnya tidak terkena dampak 

dan pelaksanaan penyederhanaan birokrasi tetap berkedudukan dan 

bertanggung jawab pada Pejabat Pengawas atau Eselon IV, 

(3) Jabatan Pelaksana ditetapkan oleh Pejabat Pembina 

Kepegawaiarr/ Bu pati, 

(4) Ketentuan mengenai uraian tugas jabatan pelaksana di lmgkungan 
� - - - T'"\_ - - -- - -- - - 1' If - ....l - 1 --1 -  -  T'"\ - 1 -  -- - - - -  l'T\_ - - - -1 C"'I - L T\ - L ....l - L- 

LJlllct..:, rCllct.llct.lllct.11 !VlUUct.l Uct.11 rc1ct.yct.11ct.11 1 Cl pct.uu .:>ct.LU r lllLU Ulct.LUl 

dengan Peraturan Bupati tersendm 

Bagian Ketiga 

Tim Tekrus 

Pasal 20 

(1) Pada Kelompok Jabatan Fungsional yang menyelenggarakan fungsi 

Pelayanan Terpadu Satu Pmtu dapat dibentuk trm tekrus sesuai dengan 

kebutuhan pelayanan penzman berusaha dan non perizman, 

{2) Tun tek.nrs sebagaunarra drmak.s.ud pct.<lct. ct.yct.L ( 1 }  rnernjrurtyeu lugct.:::, 

menyiapkan rekomendasi atas penerbitan penzman berusaha dan non 

penzman, 

(3) Tim tekrus sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  beranggotakan 

Perangkat Daerah tekrus terkait yang mempunyai kuahfikasi dan 

kompetensi sesuai dengan bidangnya ditetapkan dengan Keputusan 

Bupati 
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BABVI 

1 A 1 A  1\..1:!,.KJA 

Pasal 2 1  

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pejabat di lmgkungan Dmas 

Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu wajib menerapkan 

prmsip koordmasi, mtegrasi, dan smkromsasi bark di lmgkungan masmg­ 

masmg maupun antar satuan orgamsasi di hngkungan Dmas Penanaman 

Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu serta dengan mstansi lam di luar 

hngkungan Dmas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu 
- - - - - .-1 - - - - - L - -. -. -- -. - --. .- -- - .- - .-... ::,c;::,ucu ucugc:u1 tugc1.::, 1uc1.::,111g-1uc1.::,111g 

Pasal 22 

{ 1)  Setiap pimpman satuan orgamsasi bertanggung jawab merrumpm dan 

mengoordmasikan bawahan dan membenkan pengarahan serta 

petunjuk bagi pelaksanaan tugas sesuai dengan uraian tugas yang telah 

ditetapkan, dan 

(2) Pengarahan serta petunjuk sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 )  harus 

dnkuti dan dipatuhi oleh bawahan secara bertanggung jawab serta 

dilaporkan secclla be1kala sesuai dengan kete11tucll1 pe1aturcll-1 

perundang-undangan 

Pasal 23 

Setiap Pimpman Satuan Orgamsasi di hngkungan Dmas Penanaman Modal 

Dan Pelayanan Terpadu Satu Pmtu wajib mengikuti dan mematuhi 

petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masmg-masmg dan 

menyampaikan laporan tepat pada waktunya sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan 

Setiap laporan yang diterima oleh pejabat admirustrator dan pejabat 

pengawas wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk menyusun 

laporan lebih lanjut dan membenkan petunjuk kepada bawahan 

BAB VII 

KETENTUAN PERALIHAN 

Pasal 28 

De11gcll1 bedakui1ya pe1-atu1-cll1 Bupatl 1i11, peJabat yang rnenduduk, 

jabatannya tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya 

pejabat baru sesuai dengan nomenklatur jabatan pada peraturan Bupati im 

BAB VIII 

KETENTUANPENUTUP 

Pasal 29 

Dengan berlakunya Peraturan 1n1, maka Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 

2021 tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan 7 (Tujuh) Orgamsasi 
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Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2021 tentang 
Perubahan kenga atas Peraturan Kepaia Daeran Nomor 2 1  Tahun 2016 
tentang Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat 
Daerah, serta Peraturan Kepala Daerah Nomor 45 A tahun 2021 tentang 
Kedudukan, Tugas Pokok dan Susunan Orgamsasi Perangkat Daerah 
Kabupaten Halmahera Selatan, dmyatakan dicabut dan tidak berlaku 

Pasal 30 
Peraturan Bupati 1n1 mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 
Agar setiap orang mengetahumya, memenntahkan pengundangan Peraturan 
- -  -1 - - - - - -  - - - - - - - - - L - - - - - -  _l _ l  T"")  ...__ _  T""'\ - - - - 1 -  T T - L  ..._  _ _  T T _ l  ,  _  

1111 UCll�d.11 pc11c111pc:t.tc:lllllYc:l Uc:llc:l.111 DCl llc:l LJc:l.Cl cl.11 I\..c:l.UU pc:t.LCll flc:lllllcUlCl c:l 

Sela tan 

Ditetapkan di Labuha 
Pada tanggal 1 6 FP - - ,  ;_- ;�- 2023 

Diundangkan di Labuha 
pada tanggal 1 6 Februari 2023 

BERITA DAERAH KABUPATEN HALMAHERA SELATAN TAHUN 2023 
NO MOR 

Salman Sesuai dengan ashnya 
T T T" T'\ A T  A  T"") ,\ r"\ T A 'J\ T  T T T T T T T T 1' /f  
l'\.c,rn.1..,n. on.u1n.n nun..u1v1 
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